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Abstrak

Penulisan skripsi ini gdimaksudkan untuk ‘'menggambarkan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Boti terhadap Pengelolaan Alokasi‘Dana Desa (ADD), tujuan dari penulisan skripsi ini. untuk mengetahui
dan menganalisis pengawasanyang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Pesa (BPD) terhadap pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD)xdi Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Penelitianiini diangkat
karena masih terdapat permasalahan dalam pengawasan terutama/dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi
Dana Desa (ADD). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan oleh Sondang P."Siagian
(2008:112) yangs.menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari’ dua teknik yaitu pengawasan langsung:dan
pengawasan tidak langsung. Teori yang digunakan peneliti adalah teori pengawasan langsung,dan pengawasan
tidak langsung.sPengawasan langsung yaitu 1) Observasi ditempat (on the spot observation)‘2) Laporan ditempat
(on the spot 'report), dan pengawasan tidak®langsung-yaitu tertulis maupun lisan. Penelitian_ifi: menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengansubjek penelitian Kepala Desa, Ketua BPD, dan Tokoh
Masyarakat! Penelitian ini dilakukan di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadaul.

Kata-kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA’S CONTROLLING OF MANAGEMENT
ALOKASI DANA DESA IN DESA BOTIVILLAGE SEKADAU HULU
SUBDISTRICT SEKADAU REGENCY

Abstr act

This skripsi is intended to. describe Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boti Village controlling of
managementyAlokasi Dana Desa (ADD). The-purpose of writing=this skripsi to determine and analyze the
surveillance conducted by Badan Permusyawaratan Desa (BPD) on the Alokasi Dana Desa (ADD) in Boti
Village, Sekadau Hulu Subdistrict in Sekadau Regency. This research was selected because there are still
problems in supetvision, especialy in the management and use'oef the Alokasi Dana Desa (ADD). The theory
that used in this research is controlling’s theory by Sondang/P. Siagian (2008: 112), states that the surveillance
consists of two techniques namely direct supervision and indirect supervision. The researchers used theory of
direct supervision and ifdirect supervision. Direct supervision, that is 1) Observation place (on the spot
observation) 2) Reports place (on thespet=report),.and.the.indirectssupefVision that is written or spoken. This
research uses descriptive method with qualitative approaches to research subjects are village’s employee, Chief
of BPD, Member of BPD, and Public Figure. This research was conducted in Boti Village, Sekadau Hulu
Subdistrict of Sekadau Regency. The data collection is done by observation, in-depth interview and
documentation to determine the parties truly understand BPD supervison of the management of
Alokasi DanaDesa (ADD).

Keywords : Control, Management, Alokasi Dana Desa (ADD)
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Pengertian Desa Menurut Undang
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki  batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan Setempat,
berdasarkan asal-usul .sdan adat-istiadat

masyarakat

setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintah - negara  kesatuan
Indonesia. Untuk meningkatkan
pembangunan didesa, pemerintah
Indonesia telah berupaya membuat
program pemberdayaan desa dimana
diharapkan. _ perangkat desa bersama
masyarakatnya dapat secara mandiri
bekerjasama untuk membangun dan
memgjukan desa tempat mereka tinggal
tentunya dibawah pengawasan pemerintah
kabupaten.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah
dana yang "dialokasikan-eleh pemerintah
kabupaten/kota  untuk | desa,, «yang
bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah.yang diterima
oleh kabupaten/kota.
Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APBDes adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah desa yang

dibahas dan disetujuhi bersama oleh

Anggaran

pemerintah  desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), yang
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ditetapkan dengan peraturan desa. ADD
merupakan  dukungan dana  oleh
pemerintah pusat dan daerah pada
pemerintah desa dalam upaya peningkatan
pelayanan dasar kepada masyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan
Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya
disingkat ADD, adalah dana
perimbangan  yang., diterima
kabupaten/kota dalam
Pendapatan dan Belanja  Daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana
Alokass Khusus. Yang™ selanjutnya
dirincikan dalam Peratyran Daerah
Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2007

tentang Keuangan Desa yaitu alokasi dana

Pedoman Keuangan

Anggaran

desa bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) (‘tahun
berjalan. Alokasi Dana Desa yang menjadi
bagian sumber penerimaan desa terdiri
dari bagian.pajak daerah, pagian dari
retribusiy  daerah, bagian® dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterimakabupaten.
Sesuai dengan UU No. 6 Tahun
2016 Badan Permusyawaratan Desa
sangat diharapkan oleh masyarakat desa,
karena dengan adanya lembaga tersebut
semua aspirasi dan kehendak masyarakat
akan tersalurkan. Adapun fungsi Badan
Permusyawaratan Desa sebagal pengawas
2
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terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Boti
Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten
Sekadau belum terlaksana  dengan
maksimal karena masih ada temuan-
temuan yang mengungkapkan bahwa
pengelolaan ADD belum mampu untuk
meningkatkan pembangunan fisik berupa
jalan dan jembatan, karena masih banyak
jalan dan jembatan yang rusaksparah dan
sudah tidak pantas untuk dilalui karena
dapat membahayakan dari ~pengguna
kendaraan yang melintasinya dan juga
pengawasan BPD _belum maksimal ‘terlihat
dengan BPD yang tidak memegang dan
tidak tahu rincian anggaran ADD. yang
dikeluarkan oleh Desa serta tidak adanya
koordinasl - antara kepala desa dengan
ketua BPD. Permasalahan tersebut
mengindikasikan bahwa masih sering
terjadinya penyalahgunaan Alokas Dana
Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten
Sekadau khususnya di Desa Boti, maka
dapat dipahami pula. bahwa dalam
pengelolaan; Alokasi Dana- Desa sangat
membutuhkan:. peran pengawasan: , dan
sesuai dengan UW No. 6 tahun 2014 pasal
55 huruf ¢ melakukan pengawasan kinerja
kepala desa, pasal 66 huruf a mengawasi
dan meminta keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada pemerintah
desa dan pasal 78 ayat 2 pembangunan
desa meiputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga
dana yang ada tidak disalah gunakan oleh
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aparatur pemerintah desa sehinggga dapat
dipergunakan sesuai dengan kegunaannya,
dan berikut penerimaan ADD pada tahun
2016 tota keseluruhan sebesar Rp.
122.130.000,- serta rincian anggaran
penggunaan ADD dalam pembangunan
jdan dan jembatan di Desa Boti
Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten
Sekadau™pada tahun 2016 sebesar Rp.
85.706.000,-

Melihat begitu'sbesar anggaran
yang disalurkan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan’ Pemerintah Pusat
dan ADD yang merupakan anggaran:dari
pendapatan asli daerah dal@m hal ini dari
Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka
timbul pertanyaan dari peneliti apakah
Desa Boti beserta elemen yang ada sudah
mampu mengelola anggaran tersebut.
Untuk itu perlu sebuah lembagayang
melakukan pengawasan maka, sebagal
perwujudan demokrasi ditingkat desa
dibentuk Badan -Permusyawaratan Desa
yang ‘berperan . sebagai mitra kerja
pemerintah desa dan pengawasan terhadap
pelakasanaan aokasi dana desa. Dan
sesual dengan-kepttusan BPD Desa Boti
Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten
Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang
persetujuan penetgpan Peraturan Desa
Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten
Sekadau yang menetapakan, pertama
menyetuj ui peraturan Desa  Boti
Kecamatan Sekadau Hulu tentang
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Anggaran Pendapatan Desa Boti Tahun
Anggaran 2016, kedua keputusan ini
berlaku sgjak tanggal ditetapkan yaitu
Pada Tanggal 3 Maret 2016.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah
penulis kemukakan sebelumnya di later
belakang masalah, maka _perumusan
masalah nya adalah “bagaimana proses
pengawasan BPD terhadap pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti
Kecamatan Sekadau - Hulu Kabupaten
Sekadau?

3! TujuanPendlitian

Tdjuan pendlitian yang dilakukan

peneliti adaah  mengkaji proses
pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) terhadap pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti
Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten
Sekadau.

4. Manfaat Pendlitian
1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis,.penelitian ini

bermanfaat  sebagai media
aplikasi teori yang dapat berguna
mengembangkan ilmu
pengetahuan dan menambah
pengalanan  pendliti.  Hasll
penelitian ini dapat pula menjadi

bahan bacaan dan literatur
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tambahan bagi pendliti lain yang

juga mengkaji tentang
pengawasan. Selain itu penelitian
ini juga dapat dimanfaatkan
sebagai sumber penelitian yang
relevan bagi mahasiswa yang

juga meneliti tentang pengawasan

(BPD) terhadap pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD).
. Manfaat"Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat

bermanfaat sebagal
masukan/koreksi  yang™.. dapat
dimanfaatkan ~"oleh pemerintah

khususnya dalam™ pelaksanaan
proses pengawasan Badan
(BHD)

pengelolaan  Alokasi

Permusyawaratan Desa
terhadap
Dana Desa (ADD) Kabupaten
Sekadau. Serta dapat menjadi
bahan masukan bagi pihak:pihak
yang terkait dalam Pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)._terhadap
Aloksi: Dana Desa (ADD) di Desa
Boti Kecamatan' Sekadau Hulu
K abupaten'Sekadau.

pengelolaan

B. TEORI DAN METODOLOGI

1.

umum

Teori
Pelakasanaan pengawasan secara
merupakan  suatu  kegiatan

4
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administrass  yang bertujuan  untuk
mengevaluas pekerjaan yang sudah
disdlesalkan apakah sesua  dengan
rencana atau tidak. Karena itu bukanlah
dimaksudkan untuk mencari Sigpa yang
sdah satu yang benar tetapi lebih
diarahkan kepada upaya untuk melakukan
koreks terhadap hasil kegiatan. Dengan
demikian jika terjadi kesalahan atau
penyimpangan-penyimpangan yang tidak
sesual dengan sasaran yang.ingin dicapai,
maka segera diambil “langkah-langkah
yang dapat
berikutnya

meluruskan  kegiatan
sehingga terarah
pelaksanaannya. Pengawas mempunyai
peranan penting daam mangemen
kepegawalan, yang mempunya hubungan
terdekat dengan pegawai -pegawai
perseorangan secara langsung dan baik
buruknya pegawai bekerja sebagaian besar
tergantung kepada betapa efektifnya 1a
bergaul dengan mereka.

Pelaksanaan tugas pokok suatu
organisas, ‘tidak akan “tercapai. dengan
bak  apabila  faktor

pengawasan belum sesuai  dengan

pel aksanaan

direncanakan. Pengawasan..yang kurang
baik akan berdampak terhadap efektivitas
pelaksanaan pengawasan yang belum
sesuai dengan yang dihargpkan. Oleh
karena itulah akan diterapkan petunjuk
yang akan dilakukan guna menunjang
efektivitas perencanaan  pengawasan.
(Situmorang, 1994:39).
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Berikut adalah beberapa pendapat
para ahli tentang arti dari pelakasanaan,
diantaranya: menurut Sule dan Saefullah
(2005:317)
pengawasan sebagai “proses dalam

mendifinisikan bahwa

menetapkan  ukuran  kinerja  dan
pengambilan  tindakan yang dapat
mendukung pencapaian hasil  yang
diharapkan, sesuai dengan kinerja yang
telah di tetapkan tersebut”.

Menurut Siswapndi dan Indra
(2009:195)
pengawasan adalahi  “proses®. untuk

mengemukakan bahwa

menjamin bahwa tujuan-tujuan organisas
dan manajemen tercapai”"Ini berkenaan
dengan caracara membuat kegiatan-
kegiatan sesuai yang diréncanakan.
Pengertian ini  menunjukkan adanya
hubungan yang sangat erat antara
perencanaan dan pengawasan. Selain itu
Reksohadiprodjo (2009:63)
mengemukakan  bahwa  “pengawasan
merupakan usaha memberikan;" petunjuk
pada para pelaksana agar mereka selalu
bertindak sesuai dengan rencana”. Serta
menurut Maringan (2004:61) pengawasan
adalah “proses-==dimana pimpinan ingin
mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan bawahan sesuai dengan
rencana, perintah, tujuan, kebujakan yang
telah ditentukan”.

Dari definisi yang telah
dikemukakan di atas dapat disimpulkan
bahwa pengawasan sebaga salah satu

5
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fungsi managemen yang menjadi indikator
menentukan  apakah daam  proses
pencapaian tujuan telah sesuali dengan apa
yang direncanakan atau belum, dan bahwa
pengawasan itu juga merupakan suatu
usaha pimpinan yang menginginkan agar
dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Dengan kata lain

setiap pekerjaan

bahwa tujuan  pengawasan™ untuk

mengetahui dan menilai” kenyataan yang

sebenarnya tentang obyek yang di awas,
apakah sesual dengan yang semestinya
atau tidak.

1. Pengawasan L angsung

Pengawasan langsung yang lebih
dikenal dengan inspeksi langsung yaitu
mengawasi- secara langsung kegiatan yang
sedang dilakukan dan didalam
pengawasan langsung ada dua indikator

pengawasan yaitu 1) Persigpan 2)

Perencanaan. Selanjutnya ada dua macam

teknik yang bisa dilakukan dalam inspeksi

langsung yaitu :

a. Observas ditempat-—(on.. the spot
observation) merupakans inspeksi
langsung yang dilakukan dengan cara
mengobservasi kegiatan yang
dilaksanakan.

b. laporan ditempat (on the spot report),
yaitu pengawasan yang dilakukan
berdasrkan laporan yang masuk.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung biasa

pula disebut pengawasan dari jarak jauh
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adalah pengawasan yang dilakukan
melalui laporan yang disampaikan oleh
para bawahan dengan memperhatikan
proses  perencanaan nya  Yyaitu,
pelakasanaan. Baik tertulis maupun lisan.

Teknik  pengawasan  menurut
(1994:27)

mengklasifikasikan teknik pengawasan

Situmorang  dan  Juhir

berdasarkan berbagai hal, yaitu :
1. Pengawasan langsung dan
pengawasan tidak fangsung

Pengawasan langsung, adalah
pengawasan yang dilakukan, secara
pribadi oleh

pengawasan  dengan™ mengamaiti,

pimpinan “atau

meneliti, memeriksay™ mengecek
sendiri secara “on the spot” ditempat
pekerjaan dan menerima. laporan-
laporan secara langsung pula dari
pelaksanaan. Ha ini dilakukan
dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung, diadakan
dengan mempelgari laporan-laporan
yang diterima dari pelaksana baik
secara 'tertulis maupun lisan, serta
mempel g ari pendapat-pendapat

masyarakat-dan sebagainya tanpa

pengawasan ““on the spot™.

2. Metode Pendlitian
Penelitian dengan judul Analisis
Reformasi Birokrasi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sambas ini
dilaksanakan dengan menggunakan jenis
6
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penelitian eksploratif dengan andisa data
secara kualitatif yang bertujuan untuk
menganalisis dan mengidentifikasi faktor-
faktor yang menghambat penetapan SOP
AP pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Sambas.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Penglitian ini- bertujuan  untuk
menganalisis _dan = mengidentifikas
proses pengawasan BPD terhadap
pengelolaan ADD di Desa: Boti
Kecamatan™Sekadau Hulu Kabupaten
Sekadau -yang kemudian akan pendliti
bahas mdengan menggunakan teori
pengawasan langsung dan pengawasan
tidak langsung Sondang P. Siagian
(2008).

1. Pengawasan Langsung dalam_tahap
persiapan dan perencanaan yang
harus dilkukan BPD terhadap proses
pengawasan pengelolaan’ADD.

a. On The Spot Observation

Dari  pemaparan=.diatas dapat
dismpulkan bahwa BPD memegang
peranan penting dalam kelancaran dan
kesuksesan pengelolaan alokasi dana desa.
Pengawasan tersebut bertujan  untuk
mencegah terjadinya  penyimpangan-
penyimpangan seperti  penyalahgunaan
dana ADD oleh pihak yang tidak
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bertanggungjawab. Pengawasan oleh BPD
dilakukan sgak proses perencanaan
program ADD meaui musyawarah
perencanaan pemabngunan desa yang
dihadiri oleh perangkat desa, LMPD, serta
Tokoh Masyarakat. Di dalam kegiatan
musrenbang Desa tersebut BPD turut serta
dalam merencanakan apa sga kegiatan
yang pertu,_dilakanakan dalam program
adokas dana .desa tersebut, dan
selanjutnya tugas BPD"adalah menyetujui
rancangan program tersebut, dan surat
pernyataan bahwa | BPD mengawasi
jalannya kegiatan tersebut sampai dengan
selesair
b. On The Spot Report

Sistem pembagian tugas
pengawasan anggota BPD desa Boti yaitu
setigp anggota bertugas mengawas
kegiatan pengelolaan dana ADD |yang
berlangsung di wilayah tingga masing-
masing _anggota. Dalam melaksanakan
kegiatan pengawasan, setiap anggota BPD
diberikan surat tugas yang menerangkan
bahwa mereka bertugas sebagai pengawas
dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
dana ADD__di=wilayah masing-masing
anggota.

Selain pembagian lokasi
pengawasan, di dalam rapat internal BPD
tersebut juga membahas tentang prosedur
pengawasan yang harus dilaksanakan oleh

masing-masing anggota BPD yang
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bertugas untuk mengawasi kegiatan-
kegiatan realisasi dana ADD.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah  pendliti
kemukakan pada bab sebelumnya,
kesimpulan yang dapat.peneliti ambil dari
pembahasan tersebut adalah. Proses
Pengawasans Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan
Alokass Dana Desa Di Desa Boti
Kecamatan _Sekadau Hulu Kabupaten
Sekadau kurang optimal ha ini di
karenakan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. ' Pengawasan on the spot observation
yang dimulai dengan tahap persiapan
dan perencanaan yang dilakukan oleh
BPD Desa Boti cukup baik, tetapi
dalam melakukan pengawasan. BPD
Desa’ Boti mengalami kendala dari
segi kamunikasi yang- kurang erat
dengan kepala desa dantidak ada nya
koordinas antara BPD dengan pihak
desa dalam melakukan. pengawasan
dimana BPD terkadang bergerak
sendiri dalam melakukan pengawasan
langsung dan mengamati seperti apa
realisas penggunaan aokas dana
desa, oleh sebab itu maka
pengawasan objek harus rolling atau

bergantian sesuai dengan SPPD yang
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mereka miliki dan disetujui oleh
pihak desa. Daam melakukan
pengawasan BPD desa boti tidak
membeda-bedakan objek yang akan
dilakukan  pengawasan, dimana
pengawasan yang dilakukan oleh
BPD menunggu tahap pencairan
anggaran dan sepenuhnya anggaran
itu keluar, dan sebelumnya BPD juga
menyetujui “semua tahapan-tahapan
tentang penggunaan.alokas dana desa
di Desa:Boti Kecamatan Sekadau
Hulu Kabupaten Sekadau
Pengawasan On The Spot Report
yang dilakukan oleh«BPD desa boti
sebenarnya sudah cukup baik, karena
BPD tidak hanya melaui' observes
atau pengamatan melainkan juga
dengan memeriksa laporan
pertanggungjawaban  yang |telah
dilaporkan oleh pihak desa dalam hal
ini_bendahara desa. Tetapi dalam
melakukan pengawasan pihak dari
BPD desa Boti mengalami kendala
dengan' ketidakpahaman desa dalam
membuat  laporan®  pertanggung-
jawaban. .penggunaan aokas dana
desa, ditambah lagi dengan kegiatan
kepala desa, jadwal masuk kantor
yang cuma hari Selasa dan Kamis
serta kepala desa yang tidak bisa
digiak berkoordinas dan tidak
transparan dalam mengelola uang
yang digunakan untuk kegiatan
8
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tertentu dimana kepala desa itu
sendiri yang men;j adi
pertanggungjawabnya.

3. Dan daam proses pelaksanaan
pengawasan tidak langsung dari hasil
pengamatan dan laporam tentang
realisass  ADD dengan redlisas
dengan perencanaan  sebelumnya;
BPD desa Boti tidak dilibatkan dalam
proses penyusunan®SPJ, selain itu
setelah SPJ térsebut selesai. mereka
tidak diberikan salinan dari SPJ yang
telah dibuat untuk diperiksa ‘apakah
is SPJ tersebut sudah benar dan
sesual dengan redisasi yang telah
dikerjakan. Sehingga mereka tidak
bisa* memeriksa kesesuaian SPJ
dengan. redlisas kegiatan sebelum
SPJ diserahkan kepada tim pembina
Kabupaten. Dalam proses pelaporan
hasil realisass dana ADD ditemukan
bahwa kurang tegasnya sikap. BPD
dadam menegur ~dan mencegah
terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam -"pengelolaan

dana ADD
penyalahgunaan dana..ADD dapat
terjadi. Tindakan BPD sebagai upaya
mencegah terjadinya penyimpangan

menyebabkan

atau penyalahgunaan dana ADD
adalah hanya dengan memberikan
nasehat kepada pihak yang terindikasi
melakukan penyimpangan tersebut.
Ha ini dikarenakan tidak adanya
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peraturan yang dapat menjadi dasar
hukum tentang prosedur pengawasan
yang harus dilakukan oleh BPD
dalam mengawasi pengelolaan ADD
serta wewenang BPD mengatas
penyimpangan-penyimpangan  yang
ditemukan oleh BPD selama

pengawasan.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah peneliti uraikan sebelumnya ‘pada
bab dan kesimpulan yang*telah peneliti
uraikan, maka peneliti akan
menyampaikan saran-saran.yang terkait
proses pelaksanaan pengawasan 0oleh
Badan Permusyawaratan Desa terhadap
pengelolaan Alokas Dana Desa DijDesa
Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabtpaten
Sekadau. Adapun saran-saran yang ingin
peneliti ingin kemukakan ialah sebagai
berikut :
1....Dalam "pelaksanaan pengawasan on

the spot observation dalam tahap
persiapan.dan‘perencanaan BPD Desa
Boti perlu membuat rancangan
melaksanakan

pengawasan pengelolaan alokas dana

anggaran untuk

desa yang ada di desa Boti itu sendiri,
serta segera melakukan tindak lanjut
jika dalam melakukan pengawasan
mendapatkan temuan-temuan serta

9
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penyalahgunaan aokas dana desa
Melihat obyek yang begitu banyak
dalam penggunaan alokasi dana desa,
maka BPD  sekiranya  dapat
memberikan pengawasan langsung
tanpa harus menunggu SPPD (Surat
Perintah Perjalanan Dinas) dari pihak
aparatur  desa, karena  BPD
merupakan mitra dari dari”desa itu
sendiri.

Dalan pengawasan on ' the spot

report, # BPD desa 'Boti harus

memahami bagaimana cara
pembuatan laporan
pertanggungjawaban penggunaan

alokas ‘dana desa yang baik sesuai
dengan aturan yang berlaku. BPD
harus.. lebih  sering  melakukan
pengawasan terhadap setiap
pengelolaan alokasi dana desa di desa
Boti karena pada tahun-tahun
sebelum nya pengawasan.. yang
dilakukan oleh BPD kurang optimal
sehingga pada tahun-tahun yang lalu
sempat ada penyalahgunaanaokasi
dana desa oleh kepala desa.

BPD harus lebih bisasmembagi waktu
antara pekerjaan sehari-hari dengan
tugas yang dilakukan sebagai anggota
BPD yang bertanggung jawab atau
tugas yang diberikan. Karena dengan
dibaginya waktu antara pekerjaan
sehari-hari dan tugas sebagai anggota
BPD, maka frekuens pengawasan

RUSNI PETRUS, NIM. E42012092
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yang dilakukan oleh BPD akan
bertambah dan diharapkan dapat
mencegah upaya-upaya
penyimpangan yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab. Serta pentingnya
bagi setiap warga desa yang ada di
Kabupaten Sekadau khususnya bagi
warga.. Desa Boti untuk memilih
kepada desa. yang jujur, mau
berkoerdinasi, dan peduli terhadap
pembangunan di desa tempat
tingganya, Karena jika dia. peduli
dengan tanah kelahirannya sendiri
maka  diharapkan dia akan
berkomitmen untuk berusaha
semaksimal mungkin untuk
memajukan desa yang dia pimpin.
BPD harus mengerti akan tugas dan
kewgjibannya dalam melaksanakan
pengawasan ADD di desa Beti itu
sendiri, agar dalam pelaksanaannya
kegiatan realisass ADD bisa berjalan
sesual harapan masyarakat dan tidak
terjadinya penyalahgunaan dana ADD
oleh Kepala Desa, dan
Perlu_adanya“peraturan yang khusus
untuk mengatur tentang prosedur
pengawasan pengelolaan ADD serta
rincian wewenang yang dimiliki oleh
BPD dan BPD harus mengetahui
semua kegiatan perencanaan Yyang
direncanakan oleh kepala desa serta

perangkat desa dalam redlisas dana
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ADD di Desa Boti. Agar BPD dapat
segera menindaklanjuti
penyimpangan-penyimpangan  yang
mereka temukan selama mereka
mengawasl kegiatan redlisas dana
ADD tersebut. Jka wewenang
tersebut mempunyai landasan hukum
maka tidak ada alasan lagi bagi BPD
untuk bersikap tidak tegas terhadap
pihak-pihak yang,-menyalahgunakan
dana ADD.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan  penelitian
dengan “judul  “pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu
Kabupaten Sekadau”, masih banyak
terdapat; kekurangan dan kekurangan
peneliti dalam memaparkan fenomena-
fenomena yang pendliti “temukan selama
berada dilapangan. Adapun yang menjadi
keterbatasan bagi:peneliti adalah susahnya
mengatur waktu dengan-narasumber yang
menjadi informan dalam penelitian kali
ini, hal ini dikarenakan jadwa masuk
Kantor Desa maupun BPD hanya hari
Selasa dan Kamis tetapi kenyataan
dilapangan ketua BPD maupun anggota
BPD hanya masuk hari kamis itupun kalau

ada kegiatan dan narasumber memiliki
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kesibukan tersendiri sehingga waktu yang
peneliti miliki terbatas untuk
mengumpulkan data tersebut sedangkan
peneliti  berpacu dengan keterbatasan
waktu penelitian yang dimiliki.
Kurangnya keterbukaan dalam
memberikan informasi dengan
permasalahan yang diteliti. Ha ini
dikarenakan_ kasus penyimpangan ADD
yang terjadi pada.tahun anggaran 2013-
2014 masih diproses dan sepertinya tidak
ada tindalanjuts dari Tim Pembina
Kecamatan maupun Kabupaten.
Walaupun kasus tersebut: sudah menjadi
masalah pribadi Kepala Désa yang telah
diturunkan jabatannya tersebut, namun
informan tidak mau berbicara banyak

tentang kasus tersebut.
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